BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pertambangan dan lingkungan hidup merupaka hal
yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan terdapat uraykdjpiada kegiatan
pertambangan tanpa perusakan/pencemaran lingkunlyeskipun kedua
hal tersebut tidak dapat dipisahkan karena ketienkaya {(nterdependency)
yang satu dengan lainnya mengenai kedua hal teérgebapi pengaturannya
tetap terpisah dan bahkan tersebar dalam berb&gatupan perundang-
undangan. Hal ini disebabkan hukum sumber daya ad@am hukum
lingkungan mempunyai asal-usul yang berlainan baHllertentangan satu
sama lain.Hukum sumber daya alam lebih banyak besfpada eksploitasi,
sedangkan hukum lingkungan berfokus pada pelestaliizgkungarn
Meskipun demikian tidak berarti pengusahaan peréammén harus berhenti
hanya karena pelestarian lingkungan hidup dan uppgestarian

lingkungan hidup, karena hal-hal di bawah ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentangydkirdan
Gas Bumi dinyatakan bahwa salah atau asas pengele@n kegiatan
usaha Minyak dan Gas Bumi antara lain ialah bensawdingkungah

Adapun salah satu tujuan penyelenggaraan kegiat@mauMinyak dan Gas

! Abrar Saleng, “Risiko-risiko Dalam Eksplorasi daksRloitasi Pertambangan Serta Perlindungan
Hukum Terhadap Para Pihak (Dari Perspektif Hukuntalfgangan)”Jurnal Hukum Bisnis
(Volume 26 No. 2- 2007): 12

?Indonesia A,Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi, UU Nomor 22 Tahun 2001, LN
No. 136 Tahun 2001, TLN No. 4152, Pasal 2.
1
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Bumi ialah tetap menjaga kelestarian lingkunganupid Hal ini sesuai
dengan sasaran pengelolaan lingkungan hidup, arté@materjaminnya
kepentingan generasi masa kini dan generasi magangddercapainya
kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan terkengaipemanfaatan sumber
daya secara bijaksafa. Berdasarkan hal ini, idealnya setiap kegiatan
eksploitasi minyak dan gas bumi harus berwawasagklingan dengan
tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Akarapie aturan
perlindungan lingkungan hidup dalam pertambangarerm@suk
pertambangan minyak dan gas bumi) di Indonesiahbdileilang sangatlah
lemah. Berbagai kasus pencemaran lingkungan datama goertambangan
hingga kini tidak terselesaikan dengan baik. Sarmdjsadari komitmen
penghormatan dan perlindungan lingkungan hidup yanut oleh
pemerintah saat ini masih sekedar jargon dan haalpatasnternational
public relation.”

Pertambangan minyak dan gas bumi memang memili&ikori
kerusakan lingkungan yang tinggi. Masalah lingkumgang dapat timbul
akibat usaha pertambangan minyak dan gas bumi {addg eksploitasi
dalam kegiatan pengupasan vegetasi dan tanah pefouén burden) antara
lain perubahan bentang alam dan estetika, hilanfiogsdan fauna daratan,
perubahan iklim mikro, aliran air permukaan mengiglerosi meningkat
dan sedimentasi di sungai dan danau meningkat, muemya kualitas air
sungai/danau, flora dan fauna perairan berkuraag lbahkan menghilang,

debu, bising, gas buangan dari peralatan yang digun’ Lingkup dari arti

3lbid., Pasal 3.

“Indonesia B,Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 23 Tahun
1997, LN No. 68 Tahun 1997, TLN No. 3699, Pasal 4.

°Chalid Muhammad, “Reformasi Kebijakan Pertambangemionesia: Suatu Kebutuhan
Mendesak”,Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam, Penyunting: Firsty Husbani, Cet. I,
(Jakarta: ICEL, 1999), him. 183.

®Abrar Salengp. cit., him. 11.
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kerusakandamage) lingkungan, menuru€onvention on Civil Liability for
Damage Resulting From Activities Dangerous to The Environment,
sebagaimana dikutip oleh M. Ramdan Andri G. W. d@aran Greenwood

meliputi:’

a) Lossof lifeor personal injury;

b) Loss of/or damage to property other than to the installation itself or
property held under the control of the operator, as the site of the
dangerous activity;

c) lossor damage by impairment of the environment in so far asthisis not
considered to be damage within the meaning of sub-paragraphs (a) or
(b) above provide that compensation for impairment of the
environment, other than for loss of profit from such impairment shall be
limited to the costs of measures of reinstatement actually undertaken or
to be undertaken,;

d) the cost of preventive measures and any loss or damage caused by
preventive measure;

Di Indonesia terdapat contoh nyata kasus kerusakekungan hidup
dalam skala besar yang diakibatkan dari eksplorasyak dan gas bumi
yaitu kasus lumpur panas di Porong-Sidoarjo alkdbatpengeboran minyak
dan gas bumi yang dilakukan oleh PT. Lapindo Bmanitac. (untuk
selanjutnya disebut dengan Lapindo). Hingga saasudah hampir empat
tahun, semburan lumpur panas belum dapat diatagatda lumpur panas

masih keluar dari perut bumi.

Tanggal 29 Mei 2006 terjadinya semburan lumpur pagang
pertama dari sepetak sawah yang terletak di DesagSiKecamatan
Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Awalnyayhaebuah semburan
kecil yang menggenangi sawah dan tanah kosong kiiasgya. Lama-

kelamaan lumpur telah menenggelamkan empat dessa(Bging, Desa

"Brian Greenwood, l‘ooking Ahead: Environmental Regulation - A Future?”, dalam
Environmental Regulation and Economic Growth, (Alan E. Boyle, ed.), (Oxford: Clarendon Press,
1994), him. 128-129. Sebagaimana dikutip oleh MmBan Andri G.W. dalam “Perbandingan
Asas Tanggung Jawab Mutlak Secara Langsung dantilgeKgtrict Liability) Dalam Hukum
Lingkungan di Indonesia dan Belanda”, (Skripsi &aaj Universitas Indonesia, Depok, 1999).
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Renokenongo dan Jatirejo di Kecamatan Porong, Besa Kedungbendo
di Kecamatan Tanggulangin). Kehidupan masyarakad yalu guyub, kini
telah tiada. Aktivitas pemerintahan desa mati, #&mi pula aktivitas
ekonomi masyarakatnya. Masyarakat di empat deseher kehilangan
tempat tinggal, mereka ada yang mengungsi di P&sau Porong,
mengungsi di rumah keluarga, atau mengontrak rubzagh mereka yang
masih memiliki uang untuk mengontrak. Warga yangahnya terendam
lumpur menginginkan mendapat ganti rugi. Selaimhemengakibatkan
ribuan warga kehilangan tempat tinggal, luapan lumguga telah
mengakibatkan ribuan warga yang bekerja sebagauhblehilangan
pekerjaan. Hal ini karena pabrik tempat mereka tj@hkelah terendam oleh
lumpur. Mereka yang bekerja di sektor informal tukahilangan lapangan
pekerjaan. Pengusaha pun mengalami kerugian hmd@eian rupiah. Jalur
transportasi menjadi lebih panjang sehingga menikabibiaya tambahan.

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dan Yayasan LembBgatuan
Hukum Indonesia (YLBHI) mengatasnamakan warga Sjdaaengajukan
gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Setata Jakarta Pusat. Di
dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Redahdap gugatan
YLBHI dengan perkara No. 384/Pdt.G/2006/PN.JKT.P8a&jelis hakim
menyatakan bahwa luapan lumpur disebabkan kardnardamy hati-hatian
pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo karenanbelypasangnyaasing
atau pelindung secara keseluruhan sehingga merkadbrjadinyakick
dan luapan lumpur. Akibat kelalaian atau kekuratighatian tersebut
mengakibatkan korban kehilangan harta benda damgateni situasi yang
tidak menyenangkan. Dengan demikian, unsur kesaldaa sebab akibat
telah terpenuhi. Namun, tidak seluruhnya unsur HKatiiuperbuatan
melawan hukum telah dipenuhi karena telah diupayad@cara optimal
perlindungan korban maupun penanganan atas pemnghesemburan
lumpur. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukensebut, terhadap
Lapindo dan tergugat lainnya diputuskan tidak matak perbuatan
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melawan hukuni. Putusan ini kemudian diajukan banding oleh YLBHI
yang mana dalam putusannya majelis hakim Pengadilanggi
memutuskan bahwa semburan lumpur merupakan fenoatemasehingga
unsur kesalahan dan pelanggaran hak asasi maitlaiadrpenuht. Upaya
kasasi yang dilakukan olen YLBHI kepada Mahkamah ump
menghasilkan putusan yang menguatkan Putusan Rimg&egeri dan
Pengadilan Tinggi® Oleh karena YLBHI tidak melakukan upaya hukum
terhadap putusan kasasi tersebut maka putusaglahi herkekuatan hukum

tetap.

Terhadap gugatan WALHI di Pengadilan Negeri Jak&tdatan
dengan perkara No. 284/PDT.G/2007.PN.JAK.SEL, N&jelakim dalam
amar putusan memutuskan bahwa terjadinya sembuwrapur di area
sekitar sumur BJP-1 karena fenomena alam, bukdmatakiesalahan dari
Lapindo dan tergugat lainnya, sehingga Lapindo atmikan tidak
melakukan perbuatan melawan huktinPutusan ini diajukan upaya hukum
banding yang mana dalam amar putusannya, MajellanH&engadilan
Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Detigak dilakukannya
upaya kasasi dalam jangka waktu yang telah ditamugutusan ini telah
berkekuatan hukum tetap dan membebaskan Lapindaigsur kesalahan
serta pertanggungjawaban atas semburan lumpur.aUpakum perdata
telah menghasilkan putusamkracht dan telah secara positif mendudukkan
bahwa semburan lumpur merupakan fenomena alamggghtidak terdapat

unsur kesalahan dan tanggung jawab langsung daetilsekterhadap

8putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perkadat®eNo. 384/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST
tanggal 27 November 2007

*Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Perkarad&arblo. 136/PDT/2008/PT.DKI tanggal 13
Juni 2008

%pytusan Mahkamah Agung, Perkara Perdata No. 272RDK2008 tanggal 3 April 2009

Ypytusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pefamdata No. 284/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel
tanggal 27 Desember 2007.
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Lapindo berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 19%@#tang
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kepolisian Daerah Jawa Timur melakukan pemeriks#as dugaan
tindak pidana kepada pihak-pihak yang bertanggwalja terhadap
pengeboran, antara lain terhadap Lapindo serta MRdici Citra Nusa
(MCN) selaku sub kontraktor. Dari pemeriksaan teusalitetapkan tujuh
tersangka dengan dugaan tindak pidana sebagainatoadhlam Pasal 187
dan/atau Pasal 188 jo. Pasal 55 KUHP dan/atau Rasayat (1) dan ayat
(2), Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 46 &) dan (2) UUPLH
1997. Dalam pemeriksaan yang cukup panjang, KeaoliDaerah Jawa
Timur pada tanggal 7 Agustus 2009 menerbitkan SReaighentian Proses
Penyidikan (SP3) yang ditanda-tangani oleh DirekR@serse Kriminal
(Direskrim) Polda Jatim, Komisaris Besar Polisi ESupriyadi. Alasan
penerbitan SP3 kepada seluruh tersangka mengiigdt cukupnya bukti
yang dapat menunjukkan unsur kesalahan para té@datkait semburan

lumpur.

Proses penyelesaian perkara pidana dengan dikahuayat SP3 oleh
pihak Kepolisian merupakan “tamparan yang menyakitkkarena telah
menghalangi kesempatan hakim dan pengadilan untrgadilinya. Juga
penyelesaian perkara perdata yang diputus olehapdag yang telah
menghasilkan putusan kracht dan telah secara positif mendudukan bahwa
semburan lumpur merupakan fenomena alam telah rbefian
ketidakpuasan orang tentang putusan perkara Lamlathon penyelesaian
perkara pidana dan perdata. Ketidakpuasan ituaitdar berkaitan dengan
masalah kesulitan pembuktian, tidak tersedianyaaddd bukti yang cukup
dan penggugat telah tidak dapat menyediakan/mekeyajsaksi ahli yang
kompeten, sedangkan saksi ahli tergugat lebih kéenpéial ini diperparah
dengan pandangan sebagian orang tentang kemampan i dalam
mengeksplorasi atau menggali lebih dalam perkarhidhng lingkungan
hidup terutama bagaimana menyelesaikan perkarkuinggn. Di samping
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hal-hal tersebut di atas, muncul juga keragu-raguwang terhadap maksud,
tujuan, dan kualitas diskresi oleh Polres Sidogajog berupa SP3.

Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa peadn,
namun hakim sebagai perangkat peradilan mempurguekangan yang
merdeka untuk memutus perkara sebagaimana diatiamd&ndang-
Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiiamnci ditolak
atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pdiabwylang bersumber
dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Parab&or lumpur Lapindo
sebagai pihak penggugat akan mengalami kesulitank umembuktikan
kesalahan Lapindo baik dari segi teknik pengebogemggunaan alat
pengeboran, maupun dalam hal pemasangan selulmasogj. Untuk
membuktikan hal tersebut tentunya memerlukan tedgjadan teknologi
canggih yang biayanya sangat mahal dan sulit dypamg oleh korban.
Selain itu para korban pun kesulitan untuk mendaaalat-alat bukti lain
yang dipandang dapat mencukupi dalam proses pemhbutit Pengadilan,
manakala hal-hal itu sangat sulit diakses darikpgemerintah, terlebih lagi
dari pihak Lapindo .

Ketidakmampuan penggugat dalam menyediakan saksiyahg
kompeten, justru menjadi berbanding terbalik baijak tergugat yang
justru dapat menyediakan saksi ahli yang lebih lketep hal ini karena
Lapindo dapat mendatangkan para saksi ahli derggan belakang dosen
geologi dari universitas terkemuka seperti ITB, UPBteran Yogyakarta,
Universitas Trisakti, dosen teknik perminyakan I'HBJi perminyakan, ahli
geologi atas dasar kemampuan finansial yang dimylé&k Selain itu hasil
kesepakatan dalam seminar para ahli geologi bailddlam dan luar negeri
dalam forum internasion&@eological Workshop on Sdoarjo: Mud Volcano
serta kesimpulan dan rekomendasi para ahli geateigiyak dan gas dalam
Temu llmiah Asosiasi Perusahaan Migas Nasional afliada tanggal 7
Desember 2006 telah menyimpulkan bahwa kasus sembumpur panas

di Sidoarjo akibat pengeboran yang dilakukan ol@h Papindo Brantas
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Inc. merupakan fenomena alam yang disebut gunungpuu ataumud
volcano, sehingga semburan lumpur Lapindo agar direkonskala
dan/atau ditetapkan sebagai bencana alam. Parayeyag, WALHI dan
YLBHI, tidak dapat menghadirkan saksi ahli sedeamnkibanyak seperti
Lapindo sehingga wajar apabila Lapindo dapat memgpipandangan
hakim bahwa semburan lumpur panas Lapindo merupadacana alam.

Di dalam hukum lingkungan terdapat dua bentuk pgdgangjawaban
yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesaldlnaility based on fault)
dan pertanggungjawaban tanpa kesalahdmbiljty without fault).
Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan menggunalakanisme
Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan mengacu P4s4d5
KUHPerdata, sedangkan pertanggungjawaban tanpdakasaialahstrict
liability.

Tanpa adanya suatu kesalahan maka tidak akan tidasar untuk
menuntut kerugian. Kesalaharmehs rea) merupakan objek pokok
terpenting dalam menentukan seseorang patut  dkaata
bertanggungjawab. Oleh karena itu bila menerapkarsters
pertanggungjawaban biasa tidaklah mencerminkan kasalilan karena
korban mengalami kerugian ganda, yakni ia sebagdiaa tapi masih juga
harus membuktikan adanya kesalahan dari pihak péfdéntuk mengatasi
kelemahan itu maka digunakanlsthict liability.

Di dalam memutuskan perkara Lapindo, hakim tidakhggenakan
strict liability, sehingga penggugat tetap memiliki kewajiban untuk
membuktikan unsur kesalahan dan sebagai akibatngar PMH tidak
terpenuhi dalam kasus Lapindo. Lain halnya apalhdkim mengenakan
strict liability maka Lapindo akan terjerat sehingga Lapindo texbeb

tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dajibwnembayar ganti

12N.H.T. SiahaanHukum Lingkungan, Cet. |. (Jakarta: Pancuran Alam, 2006), him..275
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rugi secara langsung dan seketika pada saat m@yf@g@iencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup. Hal ini telah menimbnlkkeragu-raguan
orang terhadap kemampuan hakim dalam melakukangpéag hukum

terhadap konsegrict liability dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan.

WALHI dalam gugatannya menggabungkan pertanggurajjaw
berdasarkan kesalahan datmict liability, sedangkan dalam putusannya
Pengadilan mendasarkan pada PMH walaupun WALHI Isuda
menggabungkan antara PMH dastrict liability. Ini menimbulkan
ketidakpuasan atas putusan hakim terutama dalamalahasperdata
mengenai gugatastrict liability, karena dalam putusannya sama sekali
tidak disinggung dasar pertimbangan hukumnya memggrict liability,
sehingga seakan-akan mencerminkan pandangan, apakah mengerti

mengenai konsep hukum yang disediritt liability.

Selama ini  orang mengupas strict  liability = sekedar
pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh iddivisedangkan
masalah Lapindo merupakan pertanggungjawaban kaspati hadapan
hukum yang butuh penanganan tersendiri, terutamtankg/a dengan
kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dalamaperkerdata dan
perkara pidanaBerbicara tentang korporasi tidak dapat dilepas#éari
konsep dan sistem Hukum Perdata karena di dalanarilyerdata dikenal
dua subjek hukum yaitu pribadi kodrati (manuSiajan Pribadi hukum
(pribadi ciptaan hukumécht persoon)™®, seperti badan hukum (perseroan

Y¥arakteristik dari pribadi kodrati (manusia) ialah

1

2.
3.
4,

Memiliki hak dan kewajiban sejak lahir hingga meggal;

Dapat bertindak sendiri untuk mengurusi kepentidggmentingannya (otonom);

Memiliki hak bersikap tindakhandelingsbevoegd) yang mempunyai sebab akibat hukum;
Tidak semua pribadi dianggap mampu/cakap untuk keatekan hak tersebut, yaitu orang
yang belum dewasa dan orang yang akal pikiranlgk ehat.

Y“Alasan dari timbulnya pribadi hukum ialah
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terbatas/korporasi), persekutuan komanditer, firmilh, Sebagai subjek
hukum, maka korporasi  réchtpersoon) dapat dimintakan
pertanggungjawaban pidana. Korporasi mulai memabkngkup Hukum
Pidana sebagai subjek hukum sejak munculnya fenaoweporate crime'>.
Tindak kejahatan yang dilakukan oleh korporasingeterjadi dalam skala

besar dan merugikan masyarakat.

Tindakan SP3 oleh pihak kepolisian telah menimbulkadikasi
adanya konspirasi dan praktik skandal dalam pemamkasusny& Salah
satu alasan yang dikemukakan dengan dikeluarka®m& yakni karena
ketiadaan bukti kuat, factual proving, ketidaksanggupan Penyidik
memenuhi petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) unteknimaktikan
korelasi semburan lumpur dengan kegiatan ekspl@asiur Banjarpanii 1,
serta kekalahan gugatan Wahana Lingkungan Hidupnkegla (WALHI)
dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBM8san di atas
sejatinya sulit dicerna dengan logika hukum. Pestastandardegree of
evidence menyebutkan bahwa minimal harus ada dua alat byakig sah
dan keyakinan hakim sudah dapat digunakan seb&gdbukti (Pasal 183
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana-KUHP). Dakasus Lapindo,
Polda Jatim sesungguhnya sudah mengantongi 3g&tidukti fakta fact

evidence) vyaitu: Keterangan saksi fakta, Surat-surat dokuymean

1. Ada suatu kebutuhan untuk memenuhi kepentinganrtegan tertentu atas dasar kegiatan
yang dilakukan bersama;
2. Ada tujuan idiil yang perlu dicapai tanpa tergagtpada pribadi kodrati sebagai perorangan.

Karakteristik dari pribadi hukum ialah

1. Memiliki hak dan kewajiban;

2. Dapat mengadakan hubungan hukum;
3. Terlibat peristiwa hukum.

*Fenomenacorporate crime mulai muncul di negara maju padaabad ke-19. Kéahigorporasi
sendiri dapat didefinisikan sebagai:.crimes committed either by a corporation (i.e. business

entity having a separate legal personality from the natural persons that manage its activities), or

by individuals that may be identified with a corporation or other bussiness entity”

6 .. “SP3 Kasus Lapindo Beraroma Skandal”’, <htiwtv.WALHI.or.id/in/ruang-

media/WALHI-di-media/312-sp3-kasus-lapindo-berareskandat, 14 Agustus 2009.
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Keterangan ahli. Kedua, ketiadaan celah yang memolda Jatim tak bisa
mengarah pada factual proving (pembuktian fakta) merupakan
pembohongan publik, sebab ada 56 saksi yang dgzetdrmasuk pelaku
pengeboran. Pihak kepolisian juga telah meminteerkagan 21 abhli

berbagai ilmu, dari geologi, minyak, pengeboramgbga gempa. Ketiga,
alasan lain yang digunakan Polda Jatim untuk meritdae penyidikan

terkait dengan gagalnya gugatan WALHI dan YLBHI. gatan yang

dilakukan WALHI bersifat perdata yang di atur dalRasal 38 ayat 1, 2 dan
3 UUPLH, sementara penyidikan Polda merupakan prpstana.’

Tinjauan atau kajian yang hendak dilakukan tidakyhaserta merta
membahas penggunaan asast liability dalam pertanggungjawaban suatu
korporasi. Pembahasan akan dilakukan lebih jauty galam ranah hukum
ekonomi dan ekonomi lingkungan. Melalui sudut pamgdaukum ekonomi
akan dikaji sisi lain dargtrict liability menurut kacamata mikro ekonomi
terhadap para korban lumpur. Dari sudut pandangia@ko lingkungan
tentang kewajiban untuk melakukan pemulihan lingilam Jadi tidak hanya
sekedar pengenaastrict liability dalam menetapkan siapa yang bersalah
atau siapa yang harus bertanggung jawab tetapi &kzh difokuskan
kepada pandangan-pandangan dalam menggunakan ptrdekonomi
sebagai solusi terbaikodst solution). Oleh sebab itu, judul tesis yang
dipandang tepat untuk kajian ilmiah adalah “Analigtkonomi Dalam

Penggunaan Gugat&rict Liability Kasus Lumpur Lapindo”.

1.2. Pokok Permasalahan
Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan ipgnyg dibahas
dalam penelitian ini adalah sejauh mana manfaatpgsrerapan asasrict

liability terhadap kasus kerusakan lingkungan hidup belkasaanalisa

YIndah Dwi Qurbani, “Titik Blunder SP3 Kasus Lapirido
<http://www.jatam.org/content/view/891/1/>, 21 Agus 2009.
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ekonomi. Strict liability merupakariex specialis dari Perbuatan Melawan

Hukum (@Enrechtmatigeedaad). Sebagai studi kasus dalam penelitian ini

ialah semburan lumpur di Sidoarjo yang terjadi akilari kegiatan

pengeboran yang dilakukan oleh PT. Lapindo BrahtasOleh karena itu

penelitian ini akan berusaha menjawab masalah-atasal

1. Apakah kasus Lapindo merupakan perbuatan melawamifi

2. Bagaimana pertanggungjawaban korporasi dikaitkangale penerapan
asasstrict liability dalam kasus kerusakan lingkungan?

3. Apakah penerapan asasict liability dapat memberikan keuntungan
ekonomi économic benefits) dan pemulihan ekonomiegonomic

recovery)?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, dagatistiuksikan

bahwa penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisa kasus semburan lumpur di Sidoarjo d¥@h Lapindo
Brantas Inc. merupakan perbuatan melawan hukumbatean;

2. Mengetahui bentuk pertanggungjawaban korporasitééka dengan asas
strict liability dalam kasus perusakan lingkungan;

3. Menganalisa manfaat keuntungan ekonomgorfomic benefits) dan
pemulihan ekonomi eConomic recovery) dari penerapan asasrict
liability.

Sedangkan kegunaan penelitian tesis ini diharap&bagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikantkbusi pemikiran
bagi peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahimtang hukum,
khususnya hukum lingkungan dan hukum ekonomi, d@emat yang
berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidupdbresia.

2. Kegunaan Praktis
a. Memberikan pemahaman mengenai astaist liability kepada para

penegak hukum, khususnya untuk para hakim, sehihggan dapat
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menerapkan asas ini dalam menyelesaikan kasus-kagksingan
hidup;

b. Memberikan sumbangan pengetahuan bahwashseisliability dapat
dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi;

c. Melalui penerapan asasict liability terhadap kasus lumpur Lapindo
maka dapat mendorong perubahan déat the law is menjadiwhat

the law ought to be.

1.4. Metodologi Penelitian
Dipandang dari sudut bentifk pada umumnya dikenal penelitian
diagnostik®, penelitian preskriptif, dan penelitian evaluatif Berdasarkan
sudut bentuk maka penelitian tesis ini merupakanelitean preskriptif
karena bertujuan memberikan saran agar untuk Kemiss lingkungan
yang berdampak besar dan penting, hakim dapat eyekear asastrict
liability.

Berdasarkan sudut sifatrfyadikenal adanya penelitian eksploratoris
(menjelajahd®, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatdtis
Berdasarkan sudut sifathnya maka penelitian tesis bersifat teoritis

830erjono Soekant®engantar Pendlitian Hukum, Cet. Ill, (Jakarta: Ul Press, 1986), him. 9.

Ypenelitian diagnostik merupakan suatu penyelidilarg dimaksudkan untuk mendapatkan
keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya syata ggau beberapa gejala.

“penelitian preskriptif merupakan penelitian yangujdkan untuk mendapatkan saran-saran
mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatsalah-masalah tertentu.

“penelitian evaluatif pada umumnya dilakukan apatgseorang ingin menilai program-program
yang dijalankan.

“Ibid.

“penelitian eksploratoris dilakukan apabila pengsattentang suatu gejala yang akan diselidiki
masih kurang sekali atau bahkan tidak ada.

“penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikaata yang seteliti mungkin tentang
manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

“Penelitian eksplanatoris terutama dimaksudkan umteguiji hipotesa-hipotesa tertentu.
Universitas Indonesia
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eksplanatoris karena ingin menguji apakah secar#iseasastrict liability

dapat diterapkan terhadap kasus Lapindo.

Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk peseliesis ini
lalah melalui studi dokumen atau bahan pustakay yaengumpulkan data
tertulis. Data yang diperoleh melalui studi dokumdmamakan data
sekunder. Menurut Soerjono Soekanto, data sekundacakup dokumen-
dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitiamgydoerwujud laporan,
buku harian, dan sebagainffaStudi kepustakaan ini menggunakan data
sekunder yang mencakap:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang nkathgBahan hukum
primer terdiri dari norma dasar, peraturan dasaratpran perundang-
undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikaatisprudensi,
traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yangga Kini
masih berlaku yang terkait dengan penulisan tesis i

b. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mandeahan
hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri daridaagan Undang-
Undang (RUU), hasil-hasil penelitian, hasil karyikalangan hukum
(skripsi, tesis, disertasi, dll), dst. yang terkdiéngan pengelolaan
lingkungan hidup dan asasict liability;

c. Bahan hukum tersier Bahan hukum tersier yakahab yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap nbdhukum
primer dan sekunder. Contohnya kamus hukum, emmkli@, indeks,
dst.

Metode analisis data yang digunakan dalam peneligisis ini dengan
memisahkan terlebih dahulu bahan hukum primer dabhan hukum

sekunder dan bahan hukum tersier yang telah dikikapu Kemudian

2 pid.

?’Sperjono Soekanto dan Sri Mamudfienelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,
(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 13.
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bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder san@nthukum tersier
dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing uaesdengan
kegunaannya, dicatat secara sistematis dan kamsistéuk kemudian
diinterpretasikan dengan menggunakan unsur-unsur t&ori yang
digunakan dalam penelitian ini dalam usaha menjawabmasalahan
penelitian.

15. Kerangka Teoretis
Kerangka teoretis adalah pengelaborasian unsur-waasusuatu teori
yang diperlukan dalam melakukan analisis pada wal¢mpertemukannya
dengan unsur-unsur dan atau data yang telah dikikemmya sehingga dari
kegiatan tersebut dapat diharapkan akan menimbulkandangan-
pandangan mengenai sesuatu atau kebenaran tegridjgumakan dalam
membedah permasalahan penelitian. Oleh karenatas @dasar tersebut
maka beberapa konsep tentang pengelolaan lingkungarg perlu
diterapkan antara lain :
1. Precautionary Principle
Prinsip pencegahan dinprecautionary principle) merupakan prinsip
yang menyatakan bahwa tiadanya temuan atau perahuktiah yang
konklusif dan pasti, tidak dapat dijadikan alasatulk menunda upaya-
upaya untuk mencegah suatu kerusakan lingkuffgBalam rumusan

Deklarasi Rio dinyatakan dalam Prinsip 15 sebagakabt:

“in order to protect the environment, the precautionary approach shall
be widely applied by Sates according to the capabilities. Where are
threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty
shall not be used as a reason for postponing cost-effective measure to

prevent environment degradation”

David Freestone; Ellen Heylhe Precautionary Principle and International Law, (London:
Kluwer Law International, 1996), p. 3.
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Prinsip ini merupakan jawaban atas kebijakan petagh lingkungan
yang didasarkan kepada suatu hal yang perlu dalelekokan prevensi
atau penanggulangan, hanya akan dapat dilakukantglah benar-
benar dapat diketahui dan dibuktikan. Sungguh damgarugikan
sekali, jika sesuatu keadaan/fakta sudah berpot#asi sudah terjadi
kerusakan lingkungan barulah dapat ditempuh dalangambilan
keputusan, jika harus diketahui atau dibuktikatebeh dahulu secara
pasti. Pendasaran pada pembuktian lebih dulu yamgikian, akan
menjadi penghalang bagi pengambilan keputusan pargjfat segera,
sementara dampak dan risikéhrgats) sudah sangat nyata sekali

dirasakan.

Ada beberapa acuan yang dipakai untuk mengaptéasprinsip
pencegahan dini. Acuan tersebut i&fah

* Ancaman kerusakan lingkungan begitu serius danifaersdak
dapat dipulinkan ifreversible). Misalnya memiliki akibat yang
sifatnya membahayakan yang bersifat antar genatasi keadaan
tidak terdapat substitusi dari sumber daya yangrdigan;

* Bersifat ketidakpastian ilmiahsgentific uncertainty). Terdapat
keadaan di mana akibat yang akan timbul dari saktiuitas, tidak
dapat diperkirakan secara pasti, berhubung karaldari
masalahnya sendiri, penyebab, maupun dampak pakedari
kegiatan tersebut;

e lkhtiar prevensional mencakup ikhtiar pencegahargdm biaya-

biaya yang bersifat efektitgst effective).

% Mas Achmad Santosa, “Konsep dan Penerapan Gudeamakilan Class Action)”, ICEL,
1997.
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2. Wealth Maximization Theory of Justice®
Richard A. Posner menjelaskan bahwa menurut teori agar
kesejahteraan atau kemakmuran dapat dimaksimalkaa rimstitusi
yang melakukan pengelolaan sumber daya alam, naagi proses
produksinya, pendistribusiannya, sampai dengan kaisranya yang
menurut Bambang Prabowo Soedarso memenuhi syaaatsilat-sifat
kehati-hatian grudence), bijak (decency, wisdom), dan berdaya guna
serta berhasil guna efficiency). Ketiga persyaratan tersebut
dimaksudkan agar perencanaan mengenai pengalihnamadép
pemanfaatan sumber-sumber energi di kemudian hatak t
menimbulkan dampak, baik yang sifatnya ekonomiknite maupun

ekologis®!

3. Polluter Pays Principles

Prinsip Pencemar MembayaPd|luter Pays Principle) mengandung
makna bahwa pencemar harus bertanggung jawab #gripgshcemaran
yang ditimbulkannya. = Peneraparthe polluter pays principle
dilaksanakan melalui berbagai cara, mulai dari bakiu, proses dan
produk, peraturan, larangan sampai kepada bentuibgiganari’
Bukti-bukti menunjukkan bahwa dampak ekonomi yangglohbkan
oleh polusi lebih besar daripada investasi. Palesrupakan indikasi
proses yang in-efisiensi. Apabila proses yang isieisi dapat
dikurangi maka polusi dapat dikurargi.

*Brian Bix, Jurisprudence: Theory and Context, 2" Ed., (London: Sweet and Maxwell, 1999), p.
125.

$iBambang Prabowo Soedarseenataan Ruang, Pemanfaatan, Akibat dan Pertanggungjawaban
Hukum Negara, Cet. I, (Jakarta: Cintya Press, 2008), him. 31.

%2 Siti Sundari RangkutkHukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Ed. Ill,
(Surabaya: Airlangga University Press, 2005), [268.

#Michael G. RoystonPollution Prevention Pays, (Oxford: Pergamon Press,-), p. 18-19.
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1.6. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual adalah definisi-definisi opersd untuk
memudahkan pembahasan dan kesamaan persepsi dalapal@asannya.
Kerangka konsep atau definisi dari istilah-istildng dipergunakan dalam
penulisan ini adalah
1. Tanggung jawab/Tanggung gudsahsprakelijkheid
Tanggung gugat adalah teori untuk menentukan sigoeg harus

menerima gugatan karena adanya suatu perbuatawamefaukunt*

2. Perbuatan Melawan Hukur®yrechtmatige daad)
Perbuatan melawan hukum secara luas diartikan aelbegbuat atau
tidak berbuat yang bertentangan dengan atau medariggdnak subyektif
orang lain, (i) kewajiban hukum pelaku, (iii) kaid kesusilaan dan
kepatutan dalam masyaraRat.

3. Tanggung Jawab Langsung dan Sekedikiat liability
Tanggung jawab langsung dan seketika, Michael Anedodalam
bukunyaText Book on Torts mengatakan bahvf
“ strict liability is a general term used to describe form of liability that do
not depend upon proof of fault. Where a defendant is held responsible for
unforseeble harm or where he is liable despite having taken all
responsible care to avoid foreseeable harm than liability can be said to
the strict .
Istilah strict  liability dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup
dipadankan dengan istilah tanggung jawab langsuamgsgketika yaitu
tanggung jawab di mana unsur kesalahan tidak pduktikan oleh
pihak penggugat sebagai dasar pembayaran gangi&erialam hal ini

*Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), Cetakan. |I,
(Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2005), him. 16

*Rosa AgustinaPerbuatan Melawan Hukum, Cet. I, (Jakarta: Program Pascasarjana FHUI,
2003), him. 14

3Michael A. JonesA Text Book on Torts, Second Edition, London Blackstone Press Limited
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kewajban untuk memikul tanggung jawab atas kerugiabul secara
langsung dan seketika begitu terdapat fakta adgersstiva yang
menyebabkan timbulnya kerugian. Namun Undang-Unddiugak
mengatur definisi maupun pengertian langsung détetika secara

khusus.

4. Risico Theory
Penerapan azas tanggung jawab langsung dan sekgtika liability)
dalam tatanan hukum lingkungan Indonesia menunjukiahwa
mengenai persoalan dasar pertanggungjawaban santikgkungan.
Indonesia sudah menganut pertanggungjawaban taepalakan dan
mempergunakan pertanggungjawaban atas dasar risiko
(risicoaansprakelijkheid).>’ Van Dunne menyatakan bahwa inti dari
ajaran teori risikorfsicoaansprakelijkheid) adalah dengan diciptakannya
keadaan berbahaya menimbulkan risiko yang terlptada pihak yang
melakukan perbuatan atau yang melakukan pengo&teanpencemaran
dan bahwa karenanya diwajibkan untuk mengambilaktad-tindakan
tersebut dan dengan sendirinya berakibat bahwaugatbnya bersifat

melawan hukuni®

5. Pembuktian dan Beban Pembuktian
Pembuktian atau “membuktikan” menurut Subekti duateeyakinkan
hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukaldalam suatu
persengketaafr. Membuktikan suatu peristiva mengenai adanya suatu
hubungan hukum adalah suatu cara untuk meyakinkeimh akan

kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugat g#ang menyangkal.

37 Agustina,Op. Cit., him . 48.
3 Agustina,Op. Cit., him. 48.

% R. SubektiHukum Pembuktian, Cetakan XV, (Jakarta:PT. Pradnya Paramita, 2008), 17.
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Beban pembuktian pada penerapan azas tanggung jamgéung dan
seketika ¢trict liability) sering dipadankan dengan pembuktian terbalik
di mana beban pembuktian berada pada tangan térdiagaun ada juga
pendapat sebagaimana dikemukakan oleh Mas Achmaithsdabahwa
pembuktian pada penerapan azas tanggung jawalulangsn seketika
(strict liability) bukan merupakan pembuktian terbalik karena secara
orisional memang terdapat pada tergugat sehinggk tida perpindahan

beban pembuktiaff.

6. Kegiatan Berdampak Besar dan Penting
Kegiatan berdampak besar dan penting merupakamtkegyang dapat
ditundukkan dalam tanggung jawab langsung dan igekefstrict
liability). Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undangnbio 23
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidugnddtasal 35 ayat
(1) yang secara lengkap berbunyi:

“Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yangamgahdan

kegiatannya menimbulkan dampak besar dan pentindiadep

lingkungan hidup, dan/atau yang menggunakan balesbabaya dan
beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan beraati@n beracun,
bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian ggingbulkan dengan
kewajiban membayar ganti rugi secara langsung d&atigka pada saat
terjadinya pencemaran dan atau pengrusakan lingikuimiglup”.

Ketentuan di atas diperbaharui dalam Undang-Undiorgor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungjdup dalam

Pasal 88 yang secara lengkap berbunyi:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/&egiatannya
menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelobahrB3, dan/atau
yang menimbulkan ancaman terhadap lingkungan hidggng
bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terfadipa perlu
pembuktian unsur kesalahan”.

“Mas Achmad Santos&ood Governance dan Hukum Lingkungan, (Jakarta: ICEL, 2001), him.
3083.
Universitas Indonesia

Analisa ekonomi..., Eva Novianty, FH Ul, 2011.



21

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, jenisategiyang dapat

ditundukkan dalam tanggung jawab langsung dan i&ekefstrict

liability) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1994 yai

a. Usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampakr beéan
penting terhadap lingkungan;

b. Usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahaahlageb dan
beracun;

c. Usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan bahdahsga dan
beracun.

Sedangkan jenis kegiatan dan/atau usaha yang diaadukkan dalam

tanggung jawab langsung dan seketilgxid¢t liability) berdasarkan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah

a. Usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahaahlageb dan
beracun;

b. Usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan bahdahzga dan
beracun;

c. Usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan ancanmas serhadap
lingkungan hidup.

8. Kegiatan Eksplorasi

Berdasarkan definsi yang diatur dalam Undang-Unddémmor 22 Tahun
2001, eksploitasi adalah Rangkaian kegiatan yandujoen untuk
menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kggag ditentukan,
yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian supambangunan
sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolalak pamisahan
dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan kegmtan lain yang
mendukungny&®

“Indonesia A, Pasal langka 9.
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1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis hukum ini dilakuberdasarkan
bab. Hal ini dilakukan demi terciptanya suatu sisika tesis yang baik,
sebagaimana diuraikan di bawabh ini:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang membahas secara umum dan
singkat mengenai latar belakang, pokok permasaldabpan dan kegunaan
penelitian, metodologi penelitian, kerangka testekierangka konseptual,
sistematika penulisan.

Bab Dua membahas mengenai tinjauan umum tentang Perbuatan
Melawan Hukum Qnrechtmatigedaad)

Bab Tiga membahas Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap
Penerapan Asd&rict Liability Dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup

Bab Empat membahas analisa ekonomi dalam peneragiaiot
liability.

Bab Lima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan

saran dari hasil penelitian tesis hukum ini.
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